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 MUTHMAINNAH ABDUL RAHMAN (B111 11 336), PERANAN 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KHUSUS 
NARAPIDANA PENDERITA HIV DAN AIDS, dibimbing oleh 
Syamsuddin Muchtar dan Abdul Asis. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga 
Pemasyarakatan dalam pembinaan khusus narapidana penderita 
HIV/AIDS, serta faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pembinaan 
khusus narapidana penderita HIV/AIDS. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap 
beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian 
kepustakaan dilakukan dengan data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Lapas dalam 
pembinaan khusus narapidana penderita HIV dan AIDS adalah melakukan 
tahapan screening pada narapidana yang baru akan menghuni Lapas. 
Jika narapidana terindikasi menderita HIV/AIDS, maka pihak Lapas akan 
memberikan fasilitas berupa pendampingan konselor terlatih, tes darah, 
pemeriksaan rutin tiap hari, dan juga rujukan ke rumah sakit untuk 
perawatan bagi narapidana. 
 Hambatan Lapas dalam pembinaan khusus narapidana penderita 
HIV/AIDS mencakup beberapa faktor: 1) undang-undang: belum ada 
aturan tersendiri mengenai pembinaan khusus narapidana penderita 
HIV/AIDS; 2) penegak hukum: pihak Lapas kekurangan pegawai, 
khususnya pegawai yang telah dilatih menjadi konselor VCT; 3) fasilitas: 
bertambahnya jumlah narapidana tidak dibarengi dengan perbaikan 
fasilitas Lapas; 4) masyarakat: masyarakat dalam hal ini pihak keluarga 
narapidana terkadang tidak memerdulikan keadaan narapidana di Lapas; 
5) budaya, stigma orang-orang akan penderita HIV/AIDS menjadikan 
mantan narapidana kelak akan sulit bersosialisasi dengan orang lain 





MUTHMAINNAH ABDUL RAHMAN (B111 11 336), 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS’ ROLE IN SPECIAL PROMOTION 
FOR PRISONERS OF HIV AND AIDS, guided by Syamsuddin Muchtar 
and Abdul Asis. 
The purpose of this study was to determine the role of specific 
coaching penitentiary for those with HIV / AIDS, as well as factors that may 
be a bottleneck in special training as those with HIV / AIDS. 
This research is a field research and library research. Fieldwork 
was conducted with interviews with some of the parties related to the 
research topic. Library research done with data related and books relating 
to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed 
qualitatively and presented descriptively. 
The results showed that the role of the prison in a special coaching 
for those with HIV and AIDS is doing the screening stage of the new 
inmates will inhabit prisons. If the inmate indicated to suffer from HIV 
/ AIDS, then the prison will provide facilities such as mentoring a trained 
counselor, blood tests, routine checks every day, as well as referral to 
hospital for treatment for inmates. 
Prison‟s barriers in special training for those with HIV / AIDS include 
several factors: 1) legislation: no specific rules regarding special 
training for those with HIV / AIDS; 2) law enforcement: the shortage of 
prison employees, especially employees who have been trained 
as VCT counselors; 3) facilities: increasing the number of inmates is not 
accompanied by improvement of prison facilities; 4) community: the 
community in this case the families of prisoners are sometimes not heed 
the state of inmates in prisons; 5) culture, stigma people are living with HIV 
/ AIDS makes the former prisoners would later be difficult to socialize with 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Indonesia merupakan Negara yang saat ini termasuk dalam kategori 
Negara yang sedang berkembang. Banyaknya persoalan yang dihadapi 
oleh Negara berkembang, mengharuskan Negara Indonesia membuat 
regulasi untuk mengatasi pesatnya arus globalisasi. 
       Salah satu konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap jumlah 
rakyat Indonesia yang begitu padat adalah semakin berkembangnya 
masalah-masalah yang dihadapi, mulai dari persoalan sulitnya lapangan 
pekerjaan yang berimplikasi kepada meningkatnya tindak kriminalitas 
maupun pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sampai kepada masalah 
yang menyangkut kejahatan lintas Negara atau kejahatan internasional. 
       Terkait masalah kejahatan, dewasa ini, berbagai jenis kejahatan telah 
dihadapkan di persidangan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, 
pemerkosaan, penganiayaan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), tindak 
pidana terorisme, tindak pidana korupsi, narkotika, bahkan kejahatan 
nirkabel atau kejahatan teknologi informasi yang diatur diluar KUHP. 
      Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana 
narkotika. Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk 
kepentingan pengobatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika, salah 
2 
 
satunya terkait pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang 
(selanjutnya disingkat narkoba) yang semakin luas di Indonesia. 
       Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Negara Indonesia 
terhadap pengedaran narkoba dengan tindakan ancaman hukuman mati. 
Tindakan ini seakan tidak berpengaruh banyak dalam memutuskan 
lingkaran setan pengedaran narkoba. Peredaran narkoba tidak hanya 
terjadi di kalangan masyarakat umum, tapi juga terjadi dalam lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas). 
       Narapidana penghuni Lapas yang juga pengguna narkoba akan 
mengalami turbulensi pada kondisi fisik yang signifikan dibandingkan 
narapidana yang bukan pengguna narkoba. Menurunnya kesehatan 
narapidana akibat narkotika membuat narapidana rentan terjangkit 
penyakit berbahaya, salah satunya adalah Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (selanjutnya disingkat AIDS) yang disebabkan oleh virus 
Human Immunodeficiency Virus (selanjutnya disingkat HIV). 
       Penggunaan narkotika dengan menggunakan jarum suntik 
kemungkinan besar dapat menderita HIV/AIDS. Banyaknya narapidana 
yang menderita HIV/AIDS memberikan dampak buruk tidak hanya bagi 
Lapas, tetapi juga terhadap narapidana lain dikarenakan probabilitas 
penyebaran HIV/AIDS dalam Lapas semakin besar. Chris W. Green 
(2006:6) mengemukakan bahwa: 
       Penularan HIV/AIDS terjadi melalui: 
1. Hubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS; 
2. Jarum suntik yang terkontaminasi HIV; 
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3. Proses persalinan oleh ibu penderita HIV/AIDS terhadap anaknya; 
4. Air susu ibu (ASI) yang ditularkan oleh ibu penderita HIV/AIDS 
terhadap anaknya. 
 
       Penanggulangan HIV/AIDS bukanlah perkara mudah, dikarenakan 
belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS secara total. 
Kondisi kamar sel di Lapas yang kurang bersih, kapasitas Lapas tidak 
sesuai dengan jumlah narapidana, serta kurang maksimalnya 
pengawasan memudahkan penularan HIV/AIDS untuk menyebar lebih 
cepat. 
       Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan: “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh 
petugas pemasyarakatan.” 
       Selanjutnya disebutkan Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan: 
Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP), Menteri dapat mengadakan 
kerjasama dengan instansi pemerintahan terkait, badan-badan 
kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring 
dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. 
       Oleh karena itu, pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS 
merupakan hal yang senantiasa dilakukan. Terlepas dari hal-hal buruk 
yang telah dilakukan oleh narapidana, pemenuhan hak-hak narapidana 
sebagai manusia tidak boleh terpinggirkan. Hak-hak narapidana 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan: 
(1) Narapidana berhak: 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya; 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan 
hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
       Dalam huruf d pada Pasal 14 ayat (1) di atas disebutkan bahwa hak 
narapidana termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan 
yang layak. Sehubungan dengan pasal tersebut, narapidana penderita 
HIV/AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan berupa pembinaan 
khusus untuk mengobati penyakit mereka, dan seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, Lapas memiliki peranan penting dalam 
pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS. Alasan inilah yang 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan 




B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan 
khusus narapidana penderita HIV/AIDS? 
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pembinaan narapidana penderita 
HIV/AIDS? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari 
penulisan skripsi  ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan 
dalam pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS; 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pembinaan 
khusus narapidana penderita HIV/AIDS. 
2. Manfaat penelitian: 
a. Manfaat teoretis, memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu 
pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya hukum 
pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi 
terkait masalah hukum pidana dan teori pemidanaan. 
b. Manfaat praktik, memberikan bahan masukan bagi masyarakat, 
aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam praktik, 
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khususnya bagi yang berkecimpung di lembaga pemasyarakatan, 





















A. Lembaga Pemasyarakatan  
1. Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 
       Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) di Indonesia 
tidak terlepas dari sejarah yang menjadi background lembaga tersebut. 
Pada awalnya, penjara merupakan istilah yang digunakan untuk tempat 
kurungan bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Namun, saat ini, 
istilah penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi Lapas. Hal ini 
berdasarkan pandangan Sahardjo (Dwidja Priyatno, 2006:97), bahwa 
“tentang hukum sebagai pengayoman, dimana diperlukan suatu jalan 
untuk perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan 
sebagai tujuan pidana penjara”. 
       Lebih lanjut dijelaskan oleh Sahardjo (Dwidja Priyatno, 2006:97), 
bahwa: 
Pada tanggal 27 April 1964, konsep pemasyarakatan tersebut 
disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan 
Kepenjaraan yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di 
Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Selain menjadi 
arah tujuan, pidana penjara juga dapat dijadikan cara untuk 
membimbing dan membina. Amanat Presiden RI dalam konferensi 
dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana 
penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi 
pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, disusunlah suatu 
pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin 
tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Dan 
sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana 
telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi 
sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut 
rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi 
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Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala 
Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
        
       Dwidja Priyatno (2006:98) mengemukakan: 
     Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah: 
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup 
sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari 
negara. 
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melaikan 
dengan bimbingan. 
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk 
atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga 
atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk 
pembangunan negara. 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila. 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada 
narapidana bahwa itu penjahat. 
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu 
hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 
       Saat ini, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 
di Indonesia mengacu pada UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Meskipun sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan, 
tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih 
berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri 
kepenjaraan. 
       Sahardjo (Dwidja Priyatno, 2006:104) menyatakan bahwa 
keikutsertaan masyarakat baik itu kerjasama dalam pembinaan ataupun 
dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan 
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(selanjutnya disingkat WBP) yang telah selesai menjalani pidananya 
adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan 
yang baik. Kemudian, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya 
UPT) Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, 
diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang secara 
langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan 
Pemasyarakatan yang memberi saran serta pertimbangan kepada Menteri 
tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat 
Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan 
berbagai sarana penunjang lainnya, demi terwujudnya jaminan 
terselenggaranya hak-hak narapidana. 
       Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan 
perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan 
dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(selanjutnya disingkat UUD NKRI) 1945, maka dibentuklah UURI Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
       Mega Prihartanti (2006:26) mengemukakan bahwa: 
Lapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun 
bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota 
administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu 
pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga 
binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan 
perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan 
peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan 
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atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan 
pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, Lapas dibagi ke dalam 
beberapa kelompok, yaitu: 
a. Menurut usia: 
    1. Lapas untuk anak 
    2. Lapas khusus pemuda 
    3. Lapas untuk dewasa 
b. Menurut jenis kelamin: 
    1. Lapas khusus wanita 
    2. Lapas khusus pria 
c. Menurut kapasitasnya: 
    1. Lapas Kelas I 
    2. Lapas Kelas II 
    3. Lapas Kelas III 
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
       Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:904), “lembaga adalah 
organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha”. 
Dan disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan: 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan pidana. 
 
       Romli Atmasasmita (Rizky Halim Mubin, 2013:15) mengemukakan 
bahwa:  
Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu 
dibagi dalam beberapa bentuk: 
a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang 
sifatnya berat; 
b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana 
diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan 
permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan 
ampelas. 




Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang 
pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
HAM. 
       Berdasarkan pemaparan beberapa konsep mengenai 
pemasyarakatan, maka dapat kita simpulkan bahwa pemasyarakatan 
adalah suatu konsep yang dikembangkan untuk dapat membina, 
mengayomi, dan memberikan proses memanusiakan kembali narapidana 
yang ada dalam Lapas, dengan cara-cara yang lebih humanis. 
3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan 
       Mega Prihartanti (2006:27) mengemukakan bahwa: 
     Lapas mempunyai dasar hukum sebagai berikut: 
a. Pancasila 
b. UUD 1945 
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan 
g. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 
1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-
Syarat Pembimbing Kemasyarakatan 
h. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-
PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan 
i. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 
Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. 
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
       Mega Prihartanti (2006:27) mengemukakan: 
     Kedudukan, tugas, dan fungsi Lapas adalah sebagai berikut: 
a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan 
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Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis di 
bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada 
di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM. 
b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas memberikan 
bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan 
klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga 
Pemasyarakatan mempunyai fungsi: 
a. Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 
(duapuluh satu) tahun. 
b. Lembaga Permasyarakatan wanita dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih 
dari 21 (duapuluh satu) tahun. 
c. Lembaga Permasyarakatan pemuda dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur 
lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 
(duapuluh satu) tahun. 
B. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
       Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat 
perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluaganya. Sebab itu ia 
memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lapas untuk dapat 
memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan 
membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan 
sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri. 
       Pasal 1 angka 7 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menentukan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. 
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       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Marini Mansyur, 2011:14) 
dinyatakan bahwa “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang 
sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana”. 
       Arimbi Heroepoetri (Suhaeni Rosa, 2013:14) mengemukakan bahwa 
“Imprisoned person atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang 
dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan”. 
       Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang 
melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah 
divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang 
disebut penjara. 
2. Hak-Hak Narapidana 
       Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 UURI Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: 
     Narapidana berhak: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
k. Mendapatkan pembebsan bersyarat; 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-





1. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS 
       Soeparman & Sarwono Waspadji (1990:70) mengemukakan: 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) telah diakui sebagai virus 
penyebab AIDS. Virus yang tergolong retro tersebut adalah limfotropik 
dan menimbulkan efek sitopatik pada sel TH/helper/inducer/T4. Virus 
hidup dan berkembang biak di dalam sel-sel tersebut. 
       Chris W. Green (2006:5) mengemukakan: 
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang 
sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh 
kita untuk melawan segala penyakit yang datang. Pada saat kekebalan 
tubuh kita mulai lemah, maka timbullah masalah kesehatan. Gejala 
yang umumnya timbul antara lain demam, batuk, atau diare yang 
terus-menerus. Kumpulan gejala penyakit akibat lemahnya sistem 
kekebalan tubuh inilah yang disebut AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome). 
       Chris W. Green (2009:7) mengemukakan: 
AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS 
muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh selama 
lima hingga sepuluh tahun atau lebih. Sistem kekebalan tubuh menjadi 
lemah, dan satu atau lebih penyakit dapat timbul. Karena lemahnya 
sistem kekebalan tubuh tadi, beberapa penyakit bisa menjadi lebih 
berat daripada biasanya.  
 
Penderita HIV/AIDS biasanya tidak memiliki ciri-ciri khusus. Penderita 
HIV/AIDS terlihat sehat seperti orang sehat pada umumnya. Akan 
tetapi, lama-kelamaan HIV/AIDS akan berkembang dan penderita akan 
mengalami beberapa gejala, seperti: 
a. Penurunan berat badan secara drastis; 
b. Diare yang berkelanjutan; 
c. Pembengkakan pada leher dan/atau ketiak; 
d. Batuk terus-menerus. 
       Chris W. Green (2009:9) mengemukakan: 
Setelah kita terinfeksi, kita tidak langsung sakit. Kita mengalami masa 
tanpa gejala khusus. Walaupun tetap ada virus di dalam tubuh kita, 
kita tidak mempunyai masalah kesehatan akibat infeksi HIV, dan 
merasa baik-baik saja. Masa tanpa gejala ini bisa bertahun-tahun 
lamanya. Karena tidak ada gejala penyakit pada tahun-tahun awal 
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terinfeksi HIV, sebagian besar Odha tidak tahu ada virus itu di dalam 
tubuhnya. Hanya dengan tes darah dapat kita mengetahui dirinya 
terinfeksi HIV. 
2. Penularan HIV/AIDS 
       Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dibukukan oleh Chris W. 
Green (2006:6), HIV diketahui menular melalui beberapa cara, yaitu: 
1. Hubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS (anal, oral, vaginal); 
2. Penggunaan jarum suntik/tindik/tato yang tidak steril secara 
bergantian; 
3. Tindakan medis yang menggunakan peralatan tidak steril, misalnya 
perawatan gigi; 
4. Penerimaan transfusi darah yang mengandung HIV; 
5. Proses persalinan oleh ibu yang menderita HIV/AIDS terhadap 
anaknya dan proses menyusui. 
       Penularan HIV melalui darah memiliki resiko yang lebih tinggi 
dibandingkan penularan lainnya. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh 
manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa jam saja di luar tubuh. 
       Chris W. Green (2006:7) mengemukakan: 
     HIV tidak menular melalui: 
a. Keringat; 
b. Saliva (air ludah), air mata, muntahan, kotoran, dan air seni; 
c. Peralatan makan dan minum; 
d. Penggunaan kamar mandi; 
e. Berenang bersama Odha di kolam renang; 
f. Gigitan nyamuk; 
g. Tinggal serumah bersama Odha 
3. Penanganan Terhadap Penderita HIV/AIDS 
       Penyakit HIV/AIDS sampai saat ini belum dapat disembuhkan secara 
total. Namun, dengan memberikan penanganan yang tepat dan 
berkelanjutan, maka usia hidup penderita diharapkan dapat bertambah. 
Penanganan terhadap penderita HIV dimulai dengan screening, lalu 
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dilakukan tes darah HIV dengan menerapkan metode Voluntary, 
Counseling, and Testing (selanjutnya disingkat VCT). 
A. Screening 
1. Pengertian Screening 
       Johan Harlan (2006:95) mengemukakan: 
Screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum 
tampak melalui suatu pemeriksaan yang dapat dengan cepat 
memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan 
orang yang mungkin tidak menderita penyakit. Mereka lalu diberi 
informasi mengenai kesehatan mereka, pemeriksaan lebih dalam dan 
perawatan untuk mengurangi resiko penyakit mereka dan/atau 
munculnya komplikasi penyakit mereka. 
 
2. Tujuan Screening 
       Johan Harlan (2006:95) mengemukakan: 
Tujuan screening yaitu deteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan 
gejala yang tidak khas terhadap orang-orang yang tampak sehat, 
tetapi mungkin menderita penyakit, yaitu orang-orang yang memiliki 
resiko tinggi terkena penyakit (population at risk). 
3. Cara Melakukan Screening 
       Johan Harlan (2006:96) mengemukakan: 
Sebelum melakukan screening, terlebih dahulu harus ditentukan 
penyakit atau kondisi medis apa yang akan dicari pada screening. 
Kriteria untuk menentukan kondisi medis yang akan dicari adalah: 
 
a) Efektivitas pengobatan yang akan diberikan apabila hasil screening 
positif; 
b) Beban penderitaan yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut; 
c) Akurasi uji screening. 
 
Setelah menentukan kondisi medis yang akan dicari, uji screening 
dapat dilaksanakan dalam bentuk: 
a) Pertanyaan anamnesis, misalnya: Apakah Anda sering melakukan 
aktivitas seks? 




d) Uji laboratorium, misalnya: pemeriksaan darah. 
       Kriteria bagi uji screening yang baik menyangkut antara lain: 
a) Sensitivitas dan spesifisitas; 
b) Sederhana dan biaya murah; 
c) Aman; 
d) Dapat diterima oleh pasien dan klinikus. 
 
4. Efek Screening 
       Johan Harlan (2006:97) mengemukakan: 
Jika pengobatan dini tidak berpengaruh terhadap perjalanan penyakit, 
usia saat terjadinya stadium lanjut penyakit atau kematian tidak akan 
berubah, walaupun ada perolehan lead time, yaitu periode dari saat 
deteksi penyakit (dengan screening) sampai dengan saat diagnosis 
seharusnya dibuat jika tidak ada screening. 
       Setelah melalui tahap screening, maka akan dilakukan tes darah HIV. 
Namun klien memiliki hak sepenuhnya untuk memutuskan apakah ia 
bersedia mengikuti tes darah HIV. Jika klien menyetujui mengikuti tes 
darah HIV, maka akan dilakukan metode Voluntary Counselling and 
Testing (VCT), yaitu metode pendekatan terhadap orang dengan risiko 
terkena HIV yang dilakukan oleh konselor VCT yang terdiri dari tahap pre-
test counseling, testing counseling, dan post-test counseling secara 
sukarela (voluntary) dan bersifat rahasia (confidential). 
a. Konseling dan Testing Sukarela/Voluntary Counselling and Testing 
(VCT) 
       Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara 
Sukarela (2008:5) mengemukakan: 
Konseling dan Testing Sukarela yang dikenal sebagai Voluntary 
Counselling and Testing (VCT) merupakan salah satu strategi 
kesehatan masyarakat dan sebagai pintu masuk ke seluruh layanan 
kesehatan HIV/AIDS berkelanjutan. 
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1. Konseling Pre-testing HIV/AIDS 
       Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara 
Sukarela (2008:19) mengemukakan: 
     Konseling Pre-testing HIV/AIDS: 
1. Periksa ulang nomor kode klien dalam formulir; 
2. Perkenalan dan arahan; 
3. Membangun kepercayaan klien pada konselor yang merupakan 
dasar utama bagi terjaganya kerahasiaan sehingga terjalin 
hubungan baik dan terbina sikap saling memahami; 
4. Alasan kunjungan dan klarifikasi tentang fakta dan mitos tentang 
HIV/AIDS; 
5. Penilaian risiko untuk membantu klien mengetahui faktor risiko dan 
menyiapkan diri untuk pemeriksaan darah; 
6. Memberikan pengetahuan akan implikasi terinfeksi atau tidak 
terinfeksi HIV dan memfasilitasi diskusi tentang cara menyesuaikan 
diri dengan status HIV; 
7. Di dalam Konseling pra testing seorang konselor VCT harus dapat 
membuat keseimbangan antara pemberian informasi, penilaian 
risiko dan merespon kebutuhan emosi klien; 
8. Konselor VCT melakukan penilaian sistem dukungan; 
9. Klien memberikan persetujuan tertulisnya (Informed Concent) 
sebelum dilakukan testing HIV/AIDS. 
2. Testing HIV dalam VCT 
       Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara 
Sukarela (2008:20) mengemukakan: 
Prinsip Testing HIV adalah sukarela dan terjaga kerahasiaannya. 
Testing dimaksud untuk menegakkan diagnosis. Terdapat serangkaian 
testing yang berbeda-beda karena perbedaan prinsip metode yang 
digunakan. Testing yang digunakan adalah testing serologis untuk 
nmendeteksi antibodi HIV dalam serum atau plasma. Spesimen adalah 
darah klien yang diambil secara intravena, plasma atau serumnya. 
Pada saat ini belum digunakan spesimen lain seperti saliva, urin, dan 
spot darah kering. 
Penggunaan metode testing cepat (rapid testing) memungkinkan klien 
mendapatkan hasil testing pada hari yang sama. Tujuan testing HIV 
ada 4 yaitu untuk membantu menegakkan diagnosis, pengamanan 
darah donor (skrining), untuk surveilans, dan untuk penelitian. Hasil 
testing yang disampaikan kepada klien adalah benar milik klien. 
19 
 
Petugas laboratorium harus menjaga mutu dan konfidensialitas. 
Hindari terjadinya kesalahan, baik teknis (technical error) maupun 
manusia (human error) dan administratif (administrative error). Petugas 
laboratorium (perawat) mengambil darah setelah klien menjalani 
konseling pre-testing. Bagi pengambil darah dan teknisi laboratorium 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Sebelum testing harus didahului dengan konseling dan 
penandatanganan informed consent. 
b. Hasil testing HIV harus diverifikasi oleh dokter patologi klinis atau 
dokter terlatih atau dokter penanggung jawab laboratorium. 
c. Hasil diberikan kepada konselor dalam amplop tertutup. 
d. Dalam laporan pemeriksaan hanya ditulis nomor atau kode 
pengenal. 
e. Jangan memberi tanda berbeda yang mencolok terhadap hasil 
yang positif dan negatif. 
f. Meskipun spesimen berasal dari sarana kesehatan dan sarana 
kesehatan lainnya yang berbeda, tetap harus dipastikan bahwa 
klien telah menerima konseling dan menandatangani informed 
consent. 
3. Konseling Pasca Testing 
       Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara 
Sukarela (2008:24) mengemukakan: 
Konseling pasca testing membantu klien memahami dan 
menyesuaikan diri dengan hasil testing. Konselor mempersiapkan klien 
untuk menerima hasil testing, memberikan hasil testing, dan 
menyediakan informasi selanjutnya. Konselor mengajak klien 
mendiskusikan strategi untuk menurunkan penularan HIV. 
     Kunci utama dalam menyampaikan hasil testing: 
a. Periksa ulang seluruh hasil klien dalam catatan medik. Lakukan hal 
ini sebelum bertemu klien, untuk memastikan kebenarannya. 
b. Sampaikan hasil hanya kepada klien secara tatap muka. 
c. Berhati-hatilah dalam memanggil klien dari ruang tunggu. 
d. Seorang konselor tak diperkenankan memberikan hasil pada klien 
atau lainnya secara verbal dan non verbal selagi berada di ruang 
tunggu. 







b. Tes HIV 
       Chris W. Green (2006:32) mengemukakan: 
Untuk melakukan tes HIV, darah diambil untuk dites dengan alat 
tertentu. Tes HIV tidak mencari virus di dalam darah itu; yang dicari 
adalah antibodi terhadap virus yang dibentuk oleh sistem kekebalan 
tubuh. Sistem kekebalan tubuh membutuhkan beberapa minggu atau 
bulan setelah terinfeksi untuk membentuk antibodi. Jadi bila kita dites 
segera setelah kita terinfeksi, hasil tes akan negatif walaupun ada HIV 
di dalam tubuh. Waktu antara terinfeksi dan tes HIV mampu 
menunjukkan hasil positif disebut sebagai „masa jendela‟. Untuk 
kebanyakan orang, masa jendela tidak lebih dari tiga bulan. 
Jika memutuskan untuk melakukan tes HIV, darah akan dites 
sedikitnya satu kali. Jika hasil dari tes ini negatif, seseorang dianggap 
tidak terinfeksi atau mungkin dalam masa jendela. Tes awal ini sering 
dilakukan dengan cara yang sederhana, dengan memakai alat yang 
disebut tes cepat (rapid test), yang dapat menunjukkan hasil dalam 20 
menit. Jika hasil dari tes pertama ini positif (sering disebut sebagai 
reaktif), darah biasanya dites sekali atau dua kali lagi dengan tes lain 
sebagai konfirmasi. Tes ini dapat dilakukan dengan tes cepat yang lain 
atau dengan alat yang disebut ELISA. 
       Lebih lanjut dikemukakan oleh Chris W. Green (2006:33): 
Syarat untuk tes HIV adalah: 
a. Tes harus dilaksanakan sepengetahuan dan dengan izin dari kita. 
Hal ini sering disebut sebagai informed consent. 
b. Kita juga harus paham mengenai HIV/AIDS sebelum tes 
dilaksanakan. Konseling diberikan pada kita sebelum tes untuk 
membantu kita membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum 
memutuskan: mau dites atau tidak? 
c. Tes HIV harus dirahasiakan oleh dokter dan konselor. Hasilnya 
tidak boleh dibocorkan kepada orang lain kecuali oleh kita sendiri 
atau dengan persetujuan dari kita. 
d. Setelah tes, konseling harus diberikan lagi agar kita dapat 
memahami hasil tes dan untuk membantu kita menyusun rencana 
serta langkah-langkah selanjutnya sesuai hasil tes kita. 
4. Pencegahan HIV/AIDS 
       Pencegahan HIV/AIDS dapat dimulai dengan cara: 
a. Tidak menggunakan jarum suntik yang sama secara bergantian; 
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b. Tidak melakukan hubungan seks dengan penderita HIV/AIDS, atau 
melakukan hubungan seks bebas. 
c. Jika telah menikah dengan penderita HIV/AIDS, jangan melakukan 
hubungan seksual agar tidak hamil. 
d. Jika telah hamil, jangan memberikan ASI kepada bayi agar tidak 
tertular HIV. 
       Selain penanganan dan pencegahan diatas, bagi penderita HIV/AIDS, 
dukungan dari keluarga dan kerabat dekat sangatlah penting dalam 
pemberian terapi antiretroviral. Dengan adanya dukungan dan pemberian 
terapi yang memadai, diharapkan penderita HIV/AIDS dapat memiliki usia 
harapan hidup yang lebih lama. Stigmatisasi negatif dari masyarakat 
terhadap penderita HIV/AIDS juga harus dihilangkan, karena penderita 
HIV/AIDS selayaknya bukan untuk dijauhi, tetapi untuk diberikan 
dukungan positif.  
D. Gambaran Singkat Mengenai Idealitas Pembinaan Narapidana 
Penderita HIV/AIDS di Indonesia 
       Lapas yang ideal berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pada 
teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, terdapat 
tiga teori, yaitu: 
a. Teori absolut, yaitu teori yang menyatakan bahwa setiap kejahatan 
harus diikuti dengan pidana. Pemberian pidana disini ditujukan 
sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan 
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kejahatan. Teori ini menjadi dasar dibentuknya penjara, yaitu 
memberikan efek jera terhadap narapidana. 
b. Teori tujuan, dimana teori ini tidak hanya menekankan pembalasan 
dalam penjatuhan hukuman terhadap narapidana, tetapi lebih 
kepada menjadikan dasar penjatuhan hukuman itu memiliki tujuan 
sehingga ditemukan manfaat dari hukuman tersebut. Teori menjadi 
dasar diubahnya istilah penjara menjadi Lapas, dengan tujuan 
pembinaan terhadap narapidana. 
c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, 
unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat 
tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. 
       Andi Hamzah (Dewa Mahdalena, 2011:3) mengemukakan bahwa 
“sejumlah negara mulai „meninggalkan‟ pidana penjara, terutama untuk 
hukuman singkat, karena ketidakefektifannya. Pidana itu bisa diganti 
dengan denda harian, seperti di negara Skandinavia”. 
       Terkait dengan tujuan pemidanaan, penting diketahui bagaimana 
seharusnya memperlakukan dan membina narapidana yang menderita 
HIV/AIDS. Di satu sisi, mereka adalah pribadi yang perlu diberikan binaan 
agar menjadi individu yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena 
itu, penjara sebagai bentuk hukuman harus dijalankan dengan sebaik-
baiknya. Di sisi lain, narapidana yang mengidap HIV/AIDS memerlukan 
perawatan dan perlakuan khusus atas penyakit yang mereka derita. 
Kebutuhan khusus inilah yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak 
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pembuat kebijakan hukum pidana. Keberadaan narapidana yang 
menderita HIV/AIDS secara tidak langsung menjadi ancaman bagi 
narapidana lain. Namun, untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin 
terjadi, narapidana penderita HIV/AIDS perlu untuk ditempatkan di sel 
tersendiri. 
       Tujuan ditempatkannya narapidana penderita HIV/AIDS di sel 
tersendiri bukanlah untuk memberikan perlakuan diskriminatif, tetapi lebih 
kepada dampak buruk dari penyakit HIV/AIDS yang bisa saja menular 
kepada narapidana sehat lainnya. 

















METODE  PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
       Lokasi dalam penelitian ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Kelas IIA Sungguminasa, Kabupaten Gowa, serta pihak-pihak yang terkait 
dengan penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasari  alasan karena seperti 
yang penulis telah paparkan pada bab sebelumnya, bahwa pengguna 
narkoba sangat rentan terjangkit penyakit HIV/AIDS. Hal tersebut diikuti 
pula dengan meningkatnya jumlah narapidana penyalahgunaan narkoba 
penderita HIV/AIDS. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
       Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka 
diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian 
sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme 
perolehan data atau jawaban yang diperlukan. 
       Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (library 
research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Studi kepustakaan (library research), yaitu penyelidikan melalui buku-
buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji 
teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, teori-teori 
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pemidanaan, serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan 
dengan lembaga pemasyarakatan serta tugas, fungsi, dan perannya. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu metode penelitian yang 
mengharuskan Penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek 
peneliti untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan peranan 
lembaga pemasyarakatan. 
       Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode yaitu 
metode interview dan dokumenter. Dengan menggunakan dua metode 
tersebut, diharapkan Penulis dapat memperoleh data sesuai dengan 
tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua metode 
pegumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat. 
1. Metode Interview 
       Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada 
tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan 
data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) 
antara peneliti dengan beberapa narasumber (informant) yang dikerjakan 
secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini 
ditujukan pada para aparat yang berwenang dalam hal yang berkaitan 
dengan judul penelitian penulis. 
2. Metode Dokumenter 
       Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang 
menggunakan dokumen sebagai sumber datanya. Dalam metode ini 
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sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat. 
Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan 
kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri 
adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas 
penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa dan/atau ditulis dengan sengaja 
untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu 
peristiwa. 
C. Jenis dan Sumber Data 
       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Kabupaten 
Gowa. 
2. Data Sekunder, yaitu perundang-undangan di bidang pidana, yaitu 
KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber lain yang 
berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan. 
       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan hukum primer berupa hasil penelitian di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Kabupaten 
Gowa. 
b. Bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan di bidang 
pemasyarakatan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal 




D. Teknik Analisis Data 
       Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 
Sungguminasa dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita 
HIV dan AIDS 
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas II A Sungguminasa 
       Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) Narkotika 
Klas II A Sungguminasa di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 13 
Unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (salah satunya 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa). 
       Lapas Narkotika Sungguminasa berkapasitas 368 orang dengan 
penghuni saat ini berjumlah 528 orang (per bulan Mei 2015), terletak di 
jalan Lembaga desa Timbuseng kecamatan Pattalasang kabupaten 
Gowa. Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa berdiri diatas tanah 
seluas 158 x 103 meter persegi, dengan luas tembok keliling 110 x 80,5 
meter persegi, dibangun dalam empat tahap mulai tahun 2003 sampai 
dengan 2006. Mulai beroperasional melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sejak tanggal 2 Agustus 2007. 
       Lapas Narkotika Sungguminasa didesain sedemikian rupa dengan 
tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan dan mencoba 
menggunakan pendekatan mengarah rehabilitasi yang berkombinasi 
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dengan protaf. Bangunan Lapas terdiri atas ruang perkantoran, gedung 
blok / kamar hunian yang terdiri atas:  
1. Blok A bawah dan A atas; 
2. Blok B bawah dan B atas; 
3. Blok C1 bawah dan C atas; 
4. Klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja, masjid, dan dapur. 
       Adapun visi, misi, tujuan, fungsi, dan sasaran dari Lapas Narkotika 
Sungguminasa adalah sebagai berikut: 
Visi:   Terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang bebas HIV/AIDS dan 
penyalahgunaan narkoba. 
Misi:  1. Melaksanakan perawatan kesehatan; 
  2. Melaksanakan bimbingan rohani dan hukum; 
3. Melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial; 
  4. Membangun kemitraan. 
Tujuan: 1. Meningkatkan penegakan hukum; 
  2. Pembentukan mental jasmani/rohani WBP; 
  3. Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS; 
4. Meningkatkan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan 
    HIV/AIDS); 
5. Mengembangkan metode treatment, terapi rehabilitasi, 
dan sekuriti narkoba di lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa. 
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Fungsi: 1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus 
narkotika; 
2. Memberikan bimbingan, terapi, dan rehabilitasi 
narapidana/anak didik kasus narkotika; 
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian; 
 4. Melakukan pemeliharaan keamanan tatib dan urusan tata 
    usaha dan rumah tangga. 
Sasaran 1. Isi Lembaga Pemasyarakatan ideal dengan kapasitas; 
(Khusus): 2. Angka pelarian dan gangguan kamtib minim (bahkan tidak 
    ada); 
3. Jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya 
meningkat; 
 4. Menurunnya jumlah residivis; 
 5. Persentase kematian dan sakit Warga Binaan 
    Pemasyarakatan sama dengan di masyarakat; 
6. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal 
manusia Indonesia; 
7. Lembaga Pemasyarakatan selalu dalam kondisi bersih 
dan terpelihara; 
8. Pembinaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat umum. 
       Sejak tahun 2007 hingga tahun 2015, Lapas Narkotika Sungguminasa 
telah dipimpin oleh empat kepala, diantaranya adalah: 
a) Drs. Untung Subagyo, Bc. Ip. (Agustus 2007 – Agustus 2008); 
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b) Agus Soekono, Bc. IP., S.H. (Agustus 2008 – Februari 2013); 
c) Sri Yuwono, Bc. IP., M.Si. (Februari 2013 – Juni 2014); 
d) Erwedi Supriyatno, Bc. IP., S.H., M.H. (Juni 2014 – sekarang). 
       Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas II A Sungguminasa, dibentuk Kelompok Kerja atau Satuan 
Tugas Anti Narkoba yang dirancang dan mengoordinasi program dan 
kegiatan. Adapun beberapa langkah atau treatment yang dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Gowa 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengurangi Dampak Buruk penularan HIV/AIDS (Harm Reduction and 
Self Support); 
b. Mengembangkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam bentuk 
penyuluhan baik kepada petugas maupun warga binaan Lapas, 
pembentukan Peer Educator, program konseling, pelatihan petugas 
tentang HIV/AIDS dan narkoba, mengusulkan pelatihan konselor, serta 
pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS); 
c. Bebas Peredaran Uang (BPU): tidak ada peredaran uang tunai dalam 
Lapas Narkotika, pelayanan untuk penghuni (warga binaan) dengan 
menggunakan Kartu Pengganti Uang (sejenis Buku Bank); 
d. Meningkatkan warga binaan berhenti memakai narkoba, melalui 
program:  
1. Program kerohanian/pencerahan qalbu dan bacaan Al-Quran bagi 
warga binaan Muslim, (Jum‟at ibadah dan dzikir); 
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2. Pendalaman Alkitab bagi WBP Nasrani; 
3. Terapi moral, mental, dan meningkatkan kepercayaan diri; 
4. Pengobatan untuk mengurangi kecanduan dengan menggunakan 
pil Metadon bagi pecandu putaw; 
5. Olahraga pagi dan sore bagi warga binaan (bulu tangkis, bola voli, 
tenis meja, futsal); 
6. Pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba); 
7. Pembentukan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) bagi warga 
binaan; 
8. Keterampilan kesenian, keterampilan kerajinan tangan berupa 
pembuatan bingkai foto dan asbak, keterampilan pertukangan 
kayu, pembinaan keterampilan las maupun bercocok tanam. 
Program ini diberikan kepada warga binaan sebagai aktivitas 
pendukung selama mereka berada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika; 
       Dukungan dan layanan Orang dengan HIV/AIDS (selanjutnya 
disingkat ODHA), melalui program rujukan ke rumah sakit bagi warga 
binaan yang sakit dan memerlukan penanganan intensif. 
       Untuk mempertajam gambaran umum mengenai warga binaan 
penderita HIV dan AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 
Sungguminasa Kab. Gowa, berikut merupakan hasil analisis atau olahan 
data warga binaannya. 
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Tabel 1. Jumlah Narapidana di Lapas Narkotika Klas II A 
Sungguminasa Tahun 2011-2015 
No. Jenis Narapidana 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Narapidana secara 
umum 
400 569 601 428 553 
2. Narapidana penderita 
HIV/AIDS 
10 18 20 13 11 
Sumber: Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa 
       Berdasarkan tabel di atas, jumlah narapidana penderita HIV/AIDS dari 
tahun 2011 sampai 2013 mengalami sedikit peningkatan, sedangkan dari 
tahun 2013 ke 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan 
jumlah narapidana penderita HIV/AIDS pada tahun tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor: 
1. Beberapa narapidana tersebut telah selesai menjalani proses 
hukuman (bebas dari penjara). 
2. Media atau alat untuk menggunakan narkotika juga saat ini sudah 
mulai berubah. Berdasarkan hasil wawancara (Rabu, 29 April 2015 
terhadap Andi Mappaewa, A.Md., Kep. selaku konselor Adiksi) bahwa 
saat ini jumlah pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik 
sebagai medianya mengalami penurunan yang sangat besar dari 
tahun ke tahun disebabkan pengguna jarum suntik beralih menjadi 
pengguna sabu-sabu yang menggunakan alat isap Bong, serta 
maraknya narkoba jenis baru yang tidak lagi menggunakan jarum 
suntik melainkan berbentuk pil kecil. Penggunaan jarum suntik juga 
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dianggap sebagai pecandu yang kuno dan meninggalkan rasa sakit di 
kulit sehingga pengguna narkoba semakin meninggalkan jarum suntik. 
3. Pihak pembinaan Lapas bekerjasama dengan beberapa Lembaga 
Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM) seperti HIV 
Cooperation Program for Indonesia (selanjutnya disingkat HCPI) dan 
Global Fund, memberikan sosialisasi maupun konsultasi terhadap 
narapidana di dalam Lapas untuk melakukan tes penyakit HIV/AIDS 
sehingga apabila penyakit dideteksi sejak dini, dapat segera diberikan 
treatment secara teratur, dan bisa hidup dengan layak apabila keluar 
dari Lapas. Dalam kurun 4 tahun ini, HCPI dengan gencar 
membagikan kondom gratis kepada penghuni Lapas sehingga tidak 
terjadi penularan HIV/AIDS di dalam Lapas pada saat melakukan 
hubungan seksual ke sesama penghuni Lapas. Walaupun hal tersebut 
bertentangan dengan bagian keamanan Lapas, namun bagian 
pembinaan Lapas tetap melakukannya melalui koordinasi dengan 
Kepala Lapas sehingga resiko penularan HIV/AIDS bisa diperkecil. 
2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 
Sungguminasa dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita 
HIV dan AIDS 
       Peranan Lapas dalam pembinaan narapidana tidak dapat 
dipisahkan dari sistem pembinaan pemasyarakatan. Dwidja Priyatno 
(2006:106) mengemukakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan 




b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
dan 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
       Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS, 
pihak lembaga pemasyarakatan berdasarkan wawancara (Senin, 4 Mei 
2015, terhadap Muh. Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan 
Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa 
dan juga konselor VCT), bahwa narapidana yang akan menjadi warga 
binaan Lapas Narkotika harus melalui tahap screening, hasil screening 
tersebut akan memberikan gambaran tentang keadaan kesehatan 
narapidana. Jika sebelumnya narapidana diketahui memiliki riwayat hidup 
yang berisiko terinfeksi HIV/AIDS, maka pihak Lapas akan melakukan 
pendekatan (konseling), konselor memberikan pemahaman kepada 
narapidana tersebut mengenai keadaan kesehatannya. 
       Selanjutnya, narapidana memiliki hak sepenuhnya untuk memutuskan 
apakah ia bersedia mengikuti tes darah HIV. Jika narapidana menyetujui 
mengikuti tes darah HIV, maka akan dilakukan metode Voluntary, 
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Counselling, and Testing (selanjutnya disingkat VCT), yaitu metode 
pendekatan terhadap orang dengan risiko terkena HIV yang dilakukan 
oleh konselor VCT yang terdiri dari tahap pre-test counseling, testing 
counseling, dan post-test counseling secara sukarela (voluntary) dan 
bersifat rahasia (confidential). 
       Pada tahap pre-test, dilakukan pemberian informasi tentang HIV dan 
AIDS, cara penularan, cara pencegahan, dan periode jendela. Dalam 
tahap ini, narapidana harus jujur menceritakan kegiatan yang beresiko 
HIV/AIDS seperti aktivitas seksual terakhir, menggunakan narkoba suntik, 
pernah menerima produk darah atau organ, dan sebagainya. Pre-test 
counseling memberikan pengetahuan tentang manfaat testing, 
pengambilan keputusan untuk testing, dan perencanaan atas isu HIV yang 
dihadapi. 
       Setelah melalui tahap pre-test counseling, narapidana memasuki 
tahap testing. Pada tahap ini, darah akan diambil secukupnya dan 
pemeriksaan darah bisa memakan waktu antara setengah jam sampai 
satu minggu, tergantung metode tes darahnya. Dalam tes HIV, diagnosis 
didasarkan pada antibodi HIV yang ditemukan dalam darah. Tes antibodi 
HIV dapat dilakukan dengan Standard Test ataupun Rapid Test. 
       Setelah itu, narapidana menerima hasil tesnya dalam bentuk amplop. 
Pada saat akan membaca hasil tes HIV, narapidana wajib didampingi 
konselor. Yang dapat mengetahui hasil tesnya hanyalah narapidana dan 
konselor, dan jika narapidana mengijinkan, keluarga narapidana dapat 
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diberitahu. Apabila hasil tes adalah negatif (tidak reaktif), narapidana 
belum tentu tidak terjangkit HIV, karena bisa saja narapidana masih dalam 
periode jendela, yaitu periode dimana orang yang bersangkutan sudah 
tertular HIV tetapi antibodinya belum membentuk sistem kekebalan 
terhadap HIV. Narapidana dengan periode jendela ini sudah bisa 
menularkan HIV. Kewaspadaan akan periode jendela itu tergantung pada 
penilaian resiko pada pre-test counseling. Apabila narapidana mempunyai 
faktor resiko terkena HIV, maka dianjurkan untuk melakukan tes kembali 
tiga bulan setelahnya. Selain itu, bersama dengan narapidana, konselor 
akan membantu merencanakan program perubahan perilaku. 
       Apabila pemeriksaan pertama hasil tesnya positif (reaktif), maka 
dilakukan pemeriksaan kedua dan ketiga dengan ketentuan beda 
sensitifitas dan spesifisitas pada reagen yang digunakan. Jika hasilnya 
tetap reaktif, narapidana bebas mendiskusikan perasaannya dengan 
konselor. Konselor juga akan menginformasikan fasilitas untuk tindak 
lanjut dan dukungan, misalnya, jika klien membutuhkan terapi ARV 
ataupun dukungan dari kelompok sebaya. Selain itu, konselor juga akan 
memberikan informasi tentang cara hidup sehat, serta memberikan 
pemahaman agar tidak menularkannya ke orang lain. Pemeriksaan dini 
terhadap HIV/AIDS perlu dilakukan untuk segera mendapat pertolongan 
kesehatan sesuai kebutuhan bagi mereka yang diidentifikasi terinfeksi. 
karena, meskipun HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, dan cara 
penularannya pun sangat cepat, setidaknya dapat memberikan harapan 
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hidup yang lebih panjang dan diharapkan narapidana dapat menjalani 
hidupnya di dalam penjara dengan rasa aman dan diperhatikan, agar jika 
narapidana tersebut keluar dari penjara dapat menjadi pribadi yang lebih 
baik. 
B. Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas II A Sungguminasa dalam Pembinaan Khusus Narapidana 
Penderita HIV dan AIDS 
       Pembinaan khusus narapidana penderita HIV dan AIDS bukanlah 
tanpa hambatan. Ralf Jurgens (2006:12) mengemukakan bahwa fakta 
mengenai seperempat populasi HIV positif pernah mengalami 
pemenjaraan merupakan sebuah tantangan besar, dan juga kesempatan 
untuk menyediakan mereka dengan layanan, pengobatan, dan dukungan, 
termasuk terapi antiretroviral. Penjara adalah titik penting untuk 
menjangkau berjuta-juta orang yang hidup dengan atau berisiko terinfeksi 
HIV yang luput dari sistem kesehatan masyarakat. Bagi narapidana, 
pemenjaraan kemudian menjadi salah satu kesempatan untuk 
memperoleh layanan kesehatan dan konseling yang sangat dibutuhkan. 
       Lebih lanjut lagi diungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai 
kesempatan, banyaknya tantangan untuk memberikan perawatan, 
pengobatan, dan dukungan yang baik sangatlah besar. Pada banyak 
negara, tantangan yang paling besar adalah kurangnya sumber daya, 
finansial atau lainnya, bagi layanan kesehatan di penjara dan, lebih 
umum, sistem lembaga pemasyarakatan. Dalam beberapa kasus dimana 
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layanan di penjara cukup baik, biaya penyelenggaraannya dipertanyakan 
dan usaha-usaha untuk memangkasnya malah memperburuk layanan 
yang telah berjalan. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan yang dialami 
sebagian besar narapidana di dunia juga menambah kesulitan. Penyakit 
menjadi penyebab kematian yang paling umum di penjara. 
       Lawrence M. Friedman dalam teorinya terkait sistem hukum, 
menyatakan bahwa jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, 
maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen (Achmad Ali, 
2009:204), masing-masing: 
a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada 
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para 
polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan 
para hakimnya, dan lain-lain. 
b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan 
asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 
putusan pengadilan. 
c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan 
(keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan 
cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga 
masyarakat, tentang hukum dan berbagi fenomena yang berkaitan 
dengan hukum. 
       Teori Friedman kemudian dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. 
Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang 
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menjadi penghambat bagi penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 
2014:11), diantaranya: 
a. Undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan 
dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Faktor 
penghambat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 
mungkin disebabkan karena: 
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, 
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang, 
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
b. Penegak hukum, dibatasi pada kalangan yang secara langsung 
berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya 
mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance. 
Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-
bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan 
pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai 
pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau 
penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari 
lingkungan. Hambatan-hambatan yang memerlukan 
penanggulangan tersebut, adalah: 
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1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, 
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa 
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, 
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil, 
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan 
pasangan konservatisme. 
c. Sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya 
sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegak 
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan 
yang aktual. 
d. Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan 
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 
e. Kebudayaan, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 
berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
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merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 
ekstrim yang harus diserasikan. 
       Dalam melaksanakan peranannya, Lapas dihadapkan dengan 
beberapa faktor yang menjadi penghambat dilaksanakannya peranan 
tersebut. Berkaitan dengan teori-teori tersebut, berdasarkan penelitian 
yang dilakukan peneliti, ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dalam 
pembinaan khusus Narapidana penderita HIV dan AIDS sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait faktor penghambat 
dalam penegakan hukum, diantaranya: 
a. Undang-undang 
       Regulasi mengenai pembinaan terhadap narapidana penderita 
HIV/AIDS belum tersedia. Namun, hal tersebut secara umum telah 
dituangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan Pasal 16, yaitu: 
(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. 
(2) Dalam hal Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ada 
keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan. 
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular 
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atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara 
khusus. 
(4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri. 
       Pada ayat (3) disebutkan bahwa jika narapidana menderita 
penyakit menular atau membahayakan maka mereka dirawat secara 
khusus. Yang dimaksud dengan “dirawat secara khusus” adalah 
menempatkan penderita di tempat tertentu atau di rumah sakit untuk 
mencegah terjadinya penularan. 
       Namun menurut hasil penelitian penulis di Lapas Narkotika Klas II  
A Sungguminasa, narapidana penderita HIV/AIDS tidak ditempatkan di 
tempat tertentu atau ruangan khusus, mereka tetap berada satu sel 
dengan narapidana lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Muh. Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lapas 
Narkotika Klas II A Sungguminasa dan juga konselor VCT, di Lapas 
tidak ada ruangan khusus bagi penderita HIV/AIDS atau penyakit 
menular lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa narapidana penderita 




b. Penegak hukum 
       Lapas Narkotika Sungguminasa sampai Mei 2015 memiliki 84 
pegawai yang terdiri dari Struktural, Satuan Pengamanan, Pembina 
Pemasyarakatan, Dukungan Teknis, dan Kesehatan. Jumlah tersebut 
tidak sebanding dengan jumlah penghuni Lapas yang mencapai 560 
orang. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap terhadap Muh. 
Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dan juga konselor 
VCT, jumlah pegawai Lapas yang telah dilatih untuk menjadi konselor 
bagi narapidana penderita HIV/AIDS pun tidak seberapa jika 
dibandingkan dengan jumlah narapidana penderita HIV/AIDS. Kualitas 
Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat SDM) di Lapas Narkotika 
tidak ada bedanya dengan Lapas lain. 
c. Sarana atau fasilitas 
       Sarana atau fasilitas yang tersedia di Lapas Narkotika Klas II A 
Sungguminasa juga masih belum maksimal, diantaranya yaitu: 
a) Kapasitas Lapas 
Bertambahnya jumlah narapidana tidak dibarengi dengan 
perbaikan fasilitas di Lapas. Kapasitas Lapas yang hanya mampu 
menampung 368 orang, kini jumlah penghuninya mencapai 560 orang 





b) Ruang sakaw 
       Ruang sakaw yang seyogyanya harus tersedia di Lapas Narkotika 
tidak tersedia. Hal ini menjadi hambatan jika seandainya ada penghuni 
Lapas yang tiba-tiba mengalami sakaw. Menurut Badan Narkotika 
Nasional (selanjutnya disingkat BNN) Kabupaten Garut, sakaw adalah 
satu kata Bahasa yang sering digunakan oleh para pengguna 
narkotika, yang artinya sakit karena putaw. Dalam medis dikenal 
dengan istilah withdrawal syndrome, yaitu kumpulan gejala baik fisik 
maupun mental yang tidak nyaman yang dialami pengguna narkotika. 
       Sakaw menggambarkan kondisi seorang pengguna/pecandu 
narkoba ketika pasokan narkoba di dalam tubuh sang pengguna atau 
pecandu tersebut berkurang. Sakit, nyeri di badan, lemas, mual dan 
muntah, serta cemas dan gelisah adalah satu tahap yang dirasakan 
para pecandu apabila dia tidak mendapatkan “asupan” narkoba di 
dalam aliran darahnya. Akan tetapi, sakaw tidak hanya ditunjukkan 
secara fisik, melainkan didukung oleh keadaan psikis. Pengguna 
narkotika merasa obat-obatan terlarang tersebut adalah kebutuhannya. 
Maka dari itu, mereka merasa depresi jika tidak dapat memenuhi 
kebutuhan tersebut. Karena depresi itulah mereka biasanya mencoba 
menyakiti diri sendiri, seperti membenturkan kepala ke tembok, 
mengiris nadi mereka, dan lain-lain. 
       Ruang sakaw adalah ruang khusus yang di dalamnya dilindungi 
oleh bantalan tebal sehingga orang yang mengalami sakaw tidak dapat 
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menyakiti dirinya sendiri seperti mencoba membentukan kepalanya ke 
tembok. Hal buruk yang mungkin dapat terjadi pada penghuni Lapas 
yang mengalami sakaw yaitu ia mungkin akan menyakiti diri sendiri 
atau menyakiti rekan sekamarnya, sehingga keberadaan ruang sakaw 
diperlukan di Lapas Narkotika. 
c) Fasilitas kesehatan 
       Usaha penanggulangan HIV/AIDS di dalam Lapas juga menemui 
hambatan pada fasilitas kesehatan. Kondisi klinik yang tersedia 
memprihatinkan. Klinik tersebut memiliki ukuran yang tidak terlalu 
besar, yang hanya berisi satu tempat tidur, lemari obat-obatan, lemari 
penyimpanan arsip, dan toilet. Kondisi ini makin diperparah dengan 
dokter klinik yang hanya dapat hadir di hari Minggu, dikarenakan 
sedang melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Obat-obatan yang 
tersedia juga terbatas jumlahnya. 
d) Keuangan 
       Faktor keuangan juga menjadi hambatan bagi Lapas. Anggaran di 
Lapas hanya diperuntukkan untuk program rehabilitasi narkotika, 
bukan untuk penanganan terkait pembinaan narapidana penderita 
HIV/AIDS. Tidak adanya anggaran khusus bagi penanganan  membuat 
pegawai Lapas dan konselor agak kesulitan dalam menerapkan 
pembinaan bagi narapidana penderita HIV/AIDS. Beban pegawai 
Lapas narkotika jika dibandingkan dengan Lapas lain sebenarnya lebih 
berat, dikarenakan mereka memberikan pembinaan kepada 
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narapidana yang menggunakan narkoba. Namun pada kenyataannya, 
beban pekerjaan mereka tidak dibarengi dengan anggaran dan 
kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat SDM) yang 
berbeda. Hal ini menyebabkan pegawai Lapas Narkotika khususnya 
mereka yang menjadi konselor merasakan kesulitan yang berbeda, 
dimana beban mereka bertambah dengan memberikan perhatian dan 
treatment khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. 
       Meskipun masalah pendanaan untuk hal-hal seperti ini dalam 
Lapas biasanya ditangani oleh bantuan dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang peduli dan sukarela, contohnya Global Fund dan HIV 
Cooperation Program for Indonesia (selanjutnya disingkat HCPI), 
namun pihak Lapas mengharapkan agar pemerintah sendiri lebih 
memperhatikan kondisi  
e) Akses kesehatan 
       Tidak adanya tambahan anggaran di Lapas Narkotika menjadi 
penghalang bagi akses kesehatan di luar Lapas. Biaya rumah sakit 
bagi narapidana yang menjalani rawat inap biasanya ditanggung oleh 
pegawai Lapas. Selain itu, jarak antara rumah sakit rujukan dengan 
lokasi Lapas sangat jauh sehingga dikhawatirkan narapidana yang 
membutuhkan perawatan di rumah sakit menjadi tersendat-sendat 
karena perjalanan yang sangat jauh, dan tidak semua rumah sakit di 
kota Makassar mau menerima pasien yang menderita HIV/AIDS, 
terlebih lagi pasien tersebut adalah penghuni Lapas Narkotika. Namun, 
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ada beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan Lapas Narkotika 
berkaitan dengan rujukan narapidana penderita HIV/AIDS, seperti 
Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Bhayangkara, dan Rumah 
Sakit dr. Tadjuddin Chalid untuk penderita kusta. 
d. Masyarakat 
       Peran serta masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena penegakan 
hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Begitu juga dengan penghuni Lapas. 
Keluarga narapidana merupakan bagian kecil dari masyarakat yang 
seharusnya memberikan dukungan kepada narapidana, khususnya yang 
menderita HIV/AIDS. Narapidana yang mengetahui dirinya menderita 
penyakit HIV/AIDS tentu memiliki beban hidup yang sangat berat. Dalam 
kondisi seperti itu, sudah selayaknya keluarga narapidana tersebut 
memberikan dukungan positif lahir batin agar penderitaan narapidana 
sedikit banyak menjadi berkurang. 
       Namun pada umumnya yang terjadi, keluarga narapidana penderita 
HIV/AIDS menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Lapas akan keadaan 
pelik tersebut. Demikian halnya jika narapidana harus dirujuk ke rumah 
sakit untuk diberikan perawatan lebih intensif. Biaya rumah sakit harus 
ditanggung oleh pihak Lapas karena pihak keluarga narapidana seolah 
lepas tangan. Hal ini akan semakin memberatkan anggaran dan 




e. Faktor budaya 
       Masalah-masalah psikologis dan kultural seperti rasa malu untuk 
berbicara terbuka, kebiasaan yang melarang berbicara soal seks, dan 
hukuman sosial yang dijatuhkan kepada penderita HIV/AIDS masih 
menjadi kendala pribadi bagi narapidana. Ketakutan akan menerima 
stigma dari orang-orang sekitarnya membuatnya sulit membicarakan 
keadaan dirinya kepada konselor. Selain itu, narapidana juga biasanya 
malas untuk minum obat dan memeriksakan kesehatannya. 
       Bersamaan dengan hambatan pembiayaan dan kondisi buruk 
penjara, penyelenggaraan layanan yang tepat sebagai respon terhadap 
HIV/AIDS seringkali terbentur oleh ideologi dan keyakinan yang berlaku 
yang memilih penghukuman daripada rehabilitasi. Lebih jauh lagi, layanan 
kesehatan penjara mempunyai prioritas yang rendah dalam sistem 
pembinaan yang tentu saja memiliki prioritas dan nilai yang 
berseberangan dengan layanan kesehatan. Sederhananya, pembinaan 
lebih merupakan aktivitas bidang keamanan masyarakat atau penegakan 
hukum daripada aktivitas bidang kesehatan. 
              Lebih lanjut diungkapkan oleh Bapak Muh. Askari Utomo dalam 
wawancaranya bahwa hal yang paling penting adalah tidak ada 
narapidana yang kabur dari Lapas tersebut. “Kami (pegawai Lapas) disini 
kekurangan tenaga. Selama tidak ada narapidana yang kabur atau 
mencoba kabur atau membuat masalah di dalam Lapas, itu hal yang 
harus kami syukuri.” Namun, terlepas dari hambatan-hambatan yang telah 
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dijabarkan, pihak Lapas telah melakukan yang terbaik yang mereka dapat 



























1. Peranan Lapas dalam pembinaan khusus narapidana penderita HIV 
dan AIDS adalah melakukan tahapan screening pada narapidana yang 
baru akan menghuni Lapas. Jika narapidana terindikasi menderita 
HIV/AIDS, maka pihak Lapas akan memberikan fasilitas berupa 
pendampingan konselor terlatih, tes darah, pemeriksaan rutin tiap hari, 
dan juga rujukan ke rumah sakit untuk perawatan bagi narapidana. 
2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa 
dalam pembinaan khusus narapidana penderita HIV dan AIDS 
dikarenakan belum ada aturan tersendiri mengenai pembinaan khusus 
narapidana penderita HIV/AIDS, pihak Lapas yang kekurangan 
pegawai, khususnya pegawai yang telah dilatih menjadi konselor VCT, 
bertambahnya jumlah narapidana yang tidak dibarengi dengan 
perbaikan fasilitas Lapas, masyarakat dalam hal ini pihak keluarga 
narapidana terkadang tidak memerdulikan keadaan narapidana di 
Lapas, dan stigma orang-orang akan penderita HIV/AIDS menjadikan 
mantan narapidana kelak akan sulit bersosialisasi dengan orang lain 
dikarenakan takut tertular penyakit tersebut. 
B. Saran 
       Saran yang dapat penulis berikan mengenai pembinaan khusus 
narapidana penderita HIV/AIDS adalah: 
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1. Pemerintah diharapkan lebih memerhatikan keadaan Lapas dan 
narapidana, khususnya narapidana penderita HIV/AIDS, dengan 
memfasilitasi berupa pemberian ruang khusus bagi penderita 
HIV/AIDS, fasilitas kesehatan diperhatikan, klinik kesehatan diperluas, 
dan menambahkan prasarana lain seperti tempat tidur, pendingin 
udara, dan obat-obatan yang lebih banyak. Dokter yang bertugas di 
klinik sebaiknya dokter ahli yang telah menyelesaikan studinya. 
Kalaupun harus melanjutkan studi, dapat digantikan dengan dokter 
lain. Dokter, petugas kesehatan, dan pegawai Lapas juga harus 
diperhatikan kesejahteraannya secara finansial, mengingat risiko 
pekerjaan mereka yang rentan tertular penyakit HIV/AIDS lebih besar. 
2. Pihak Lapas lebih meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan 
bagi narapidana khususnya penderita HIV/AIDS karena diharapkan 
narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama berada 
dalam Lapas baik secara jasmani maupun rohani. Meskipun penyakit 
HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, setidaknya dapat membuat hidup 
penderita menjadi lebih berkualitas. Pihak masyarakat juga diharapkan 
untuk lebih menunjukkan sikap peduli pada narapidana penderita 
HIV/AIDS dan tidak mengucilkan mereka dikarenakan status sebagai 
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